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MOTTO 

“ مَنْ عَرَفَ نفَْسَهُ فقَدَْ عَرَفَ رَبَّهُ    “ 

Artinya: “Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal 

Tuhannya.” 

(Imam Ghozali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

viii 
 

ABSTRAK 

Umi A’tiyah, 2025. “Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren terhadap Undang-

Undang Tentang Pesantren terkait Majelis Masyayikh.” Skripsi Program 

Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Nabella Maharani 

Novanta, M.H. 

Keberadaan pesantren di Indonesia yang mencapai puluhan ribu 

dengan jutaan santri memerlukan pengakuan dan fasilitasi dari negara, 

yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Pesantren. Undang-undang ini menegaskan fungsi pesantren dalam 

pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat serta menetapkan 

Majelis Masyayikh sebagai lembaga independen yang bertugas menjamin 

mutu pendidikan pesantren. Namun, di Kabupaten Pekalongan, Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tidak mengatur  Majelis Masyayikh sebagai 

penjamin mutu Pendidikan di pesantren yang berdampak pada lemahnya 

koordinasi, penjaminan mutu, dan pengawasan di pesantren, yang 

menimbulkan kasus -kasus bullying dan pelanggaran etik.  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus 

pada sinkronisasi antara undang-undang dan peraturan daerah. Pendekatan 

yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (statue 

approach),  dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik 

pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, sistematisasi, 

dan klasifikasi untuk memastikan akurasi serta objektivitas, sementara 

teknik analisis meliputi pencatatan, penyaringan, pengelompokan, dan 

penyusunan secara terstruktur, diikuti dengan penerapan kedua pendekatan 

penelitian serta teori perundang-undangan untuk memperoleh argumen 

yang kokoh dan kesimpulan yang valid mengenai kekosongan hukum dan 

peran Majelis Masyayikh dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren di 

Kabupaten Pekalongan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan 

Pesantren mengalami kekosongan hukum terkait Majelis Masyayikh, 

karena tidak mengatur secara konkret mekanisme penguatan kelembagaan 

sebagai penjamin mutu pendidikan pesantren. Kekosongan ini 

menimbulkan ketidaksesuaian vertikal dengan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2019, lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda, 
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serta minimnya dasar akademis dan kajian teknokratis, sehingga 

menciptakan legal vacuum yang menghambat operasional Majelis 

Masyayikh di tingkat daerah. Akibatnya, perda kehilangan legitimasi 

substantif dan efektivitasnya, menimbulkan ketidakpastian hukum, 

melemahkan pengawasan mutu pendidikan pesantren, serta berpotensi 

menimbulkan disparitas kualitas antar-pesantren. 

Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Majelis Masyayikh, Penjaminan Mutu 

Pendidikan, Pesantren, Yuridis Normatif. 
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ABSTRACT 

Umi A'tiyah, 2025. "Legal Void in Regional Regulations of Pekalongan 

Regency Concerning the Facilitation of Islamic Boarding School 

Development against the Law on Islamic Boarding Schools related to the 

Masyayikh Assembly." Thesis of the Constitutional Law Study Program, 

Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan. Supervisor: Nabella Maharani Novanta, M.H. 

The existence of Islamic boarding schools in Indonesia, which 

reaches tens of thousands with millions of students, requires recognition 

and facilitation from the state, which is realized through Law Number 18 

of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. This law affirms the function 

of Islamic boarding schools in education, da'wah, and community 

empowerment and establishes the Masyayikh Council as an independent 

institution tasked with ensuring the quality of pesantren education. 

However, in Pekalongan Regency, Regional Regulation Number 3 of 2023 

does not regulate the Masyayikh Assembly as a guarantor of the quality of 

education in Islamic boarding schools, which has an impact on weak 

coordination, quality assurance, and supervision in Islamic boarding 

schools, which leads to cases of bullying and ethical violations.  

This research uses a normative juridical method with a focus on 

synchronization between local laws and regulations. The approaches 

applied include  the statue approach,  and  the conceptual approach. The 

technique of collecting legal materials is carried out through inventory, 

systematization, and classification to ensure accuracy and objectivity, 

while the analysis technique includes recording, filtering, grouping, and 

structuring, followed by the application of both research approaches and 

legal theory to obtain solid arguments and valid conclusions regarding the 

legal void and the role of the Masyayikh Council in the implementation of 

pesantren education in the Islamic boarding school Pekalongan Regency.  

The results of the study show that Pekalongan Regency Regional 

Regulation Number 3 of 2023 concerning Facilitation of Islamic Boarding 

School Development experiences a legal vacuum related to the Masyayikh 

Assembly, because it does not concretely regulate the mechanism of 

institutional strengthening as a guarantee of the quality of pesantren 

education. This void creates a vertical incompatibility with Law Number 

18 of 2019, weak public participation in the drafting of regional 

regulations, and a lack of academic basis and technocratic studies, thus 

creating  a legal vacuum that hinders the operation of the Masyayikh 



 

 

xi 

 

Assembly at the regional level. As a result, the regional regulation loses its 

substantive legitimacy and effectiveness, creates legal uncertainty, 

weakens the quality supervision of pesantren education, and has the 

potential to cause quality disparities between pesantren. 

Keywords: Vacum of Law, Masyayikh Assembly, Education Quality 

Assurance, Islamic Boarding Schools, Normative Juridical. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren, 

merupakan institusi keagamaan yang mengandung nilai-nilai luhur,  

serta tradisi yang telah mengakar kuat sepanjang sejarah 

keberadaannya. Ciri khas pesantren tercermin dalam kehidupan para 

santri dan kiai yang berlangsung dalam sistem pendidikan 

berdisiplin tinggi. Umumnya, kompleks pesantren mencakup 

asrama santri dan kediaman kiai, serta dilengkapi dengan sarana 

peribadatan. Dalam struktur kepemimpinannya, kiai memiliki 

otoritas yang sangat dominan, bahkan mendekati mutlak.1 

Kementrian Agama mencatat  setidaknya ada 39.551 pesantren di 

seluruh Indonesia dengan total santri sebanyak 4,9 juta. Sedangkan 

di Kabupaten Pekalongan terdapat 108 pondok pesantren dengan 

12.477 santri.2 

Bahwa dengan banyaknya pondok pesantren di Indonesia 

pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2019 tentang Pesantren yang ditujukan sebagai bentuk rekognisi 

negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-

abad silam. Tidak hanya rekognisi, undang-undang tersebut juga 

bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pesantren.3 

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Pesantren menjelaskan bahwasanya pesantren memiliki 

fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.  

Pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pesantren menyebutkan 

unsur-unsur dalam pesantren terdiri dari kiai, santri yang bermukim 

 
1 Anik Faridah, “Pesantren, Sejarah Dan Metode Pembelajarannya Di Indonesia,” 

Al-Mabsut Studi Islam Dan Sosial 13, no. 2 (2019): 81. 
2 Saiful Maarif, “Melihat Ekosistem Kemandirian Pesantren,” Kementerian 

Agama Republik Indonesia, 2024, diakses 11 Oktober 2024, 

https://kemenag.go.id/kolom/melihat-ekosistem-kemandirian-pesantren-mPgBg. 
3 Panut, Giyoto, and Yusuf Rohmadi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren,” Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021): 816–17, 

https://doi.org/http:dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671. 

https://kemenag.go.id/kolom/melihat-ekosistem-kemandirian-pesantren-mPgBg?utm_source=chatgpt.com
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di Pesantren, pondok atau asrama, masjid atau musala dan kajian 

Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan 

Muallimin. Seorang kiai sebagai pemilik pesantren dibantu oleh 

ustaz/pendidik yang mengajarkan ilmu agama kepada para santri, 

melalui strategi dan metode tertentu.4 Dalam menyusun kurikulum 

pembelajaran di pesantren, kiai dibantu oleh Dewan Masyayikh 

dengan tujuan untuk menjamin mutu internal pondok pesantren. 

Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren 

yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal 

Pendidikan Pesantren5. Untuk menghubungkan pesantren dan 

pemerintah, Dewan Masyayikh berkoordinasi dengan Majelis 

Masyayikh sebagai penjaminan mutu eksternal. Berdasarkan  Pasal 

1 angka 11 Undang-Undang Pesantren, Majelis Masyayikh adalah 

lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan dewan 

masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan 

mutu pendidikan pesantren. Menurut Pasal 29 Undang-Undang 

pesantren majelis masyayikh memiliki tugas dalam menetapkan 

kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren, memberi 

pendapat kepada dewan masyayikh dalam menentukan kurikulum 

pesantren, merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan 

pesantren, merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik 

dan tenaga kependidikan, melakukan penilaian dan evaluasi serta 

pemenuhan mutu dan memeriksa keabsahan setiap syahadah atau 

ijazah santri yang dikeluarkan oleh pesantren.  

Selanjutnya, hasil dari proses penilaian, evaluasi, dan 

pemenuhan mutu tersebut menjadi dasar bagi Menteri untuk 

menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 

ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa, berdasarkan hasil dari 

proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan 

beberapa hal pertama pemetaan mutu, yaitu identifikasi dan 

klasifikasi mutu pesantren berdasarkan indikator-indikator tertentu. 

 
4 Nur Muslimah, “Peran Pengurus Pesantren Dalam Meningkatkan Jiwa 

Kepemimpinan Santri Di Pondok Pesantren Raudlatur Rochmaniyah Lumajang,” 

Pesantren StudiesRisalatuna: Journal of Pesantren Studies 2, no. 1 (2022): 57, 

https://doi.org/10.54471/rjps.v2i1.1569. 
5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (2011). 
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Kedua, perencanaan target pemenuhan mutu, yakni penetapan 

sasaran peningkatan mutu berdasarkan hasil pemetaan dan ketiga, 

pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam rangka mendukung 

pesantren agar mampu mencapai target mutu yang telah 

dirumuskan. Dengan demikian, terdapat hubungan fungsional dan 

hierarkis antara peran Majelis Masyayikh sebagai penjamin mutu 

dan peran Menteri sebagai pengambil kebijakan strategis dalam 

pengembangan kualitas pesantren secara nasional. Melihat dari 

tugas dan fungsi dari majelis masyayikh menunjukan bahwasanya 

keberadaan Majelis Masyayikh sangat penting untuk keberlanjutan 

pondok pesantren. 

 Keterkaitan antara fungsi kelembagaan dan aspek 

pembiayaan kemudian ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang 

yang sama,  yang menyebutkan bahwa sumber pembiayaan Majelis 

Masyayikh dapat berasal dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat. Oleh 

karena itu dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat dijadikan 

sebagai dasar hukum bagi peraturan-peraturan yang ada 

dibawahnya, seperti peraturan daerah. Dengan adanya peraturan 

daerah yang membahas terkait pendanaan Majelis Masyayikh 

amanat dari Pasal 32 dapat dijalankan dengan baik oleh setiap 

daerah.  

Salah satu contoh dari daerah yang telah membahas terkait 

Majelis Masyayikh dalam Peraturan Daerah ialah Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Barat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Fasiltasi Penyelenggaraan 

Pesantren sudah membahas mengenai Majelis Masyayikh di Pasal 

15 yang mana pasal  tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah 

dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Majelis Masyayikh 

dengan menyesuaikan anggaran pendapatan daerah. Selain 

Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Grobogan juga sudah 

membahas terkait pendanaan Majelis Masyayikh yang dijabarkan di 

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah Bandung Barat dan 

Grobogan telah memberikan kepastian hukum terkait sistem 
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pendanaan kepada Majelis Masyayikh. Sehingga Majelis 

Masyayikh dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik 

terutama dalam hal menjadi penghubung antara pesantren dengan 

pemerintah. 

Di Kabupaten Pekalongan juga terdapat Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. 

Peraturan daerah tersebut hanya membahas lingkup pendanaan 

dalam hal fasilitasi pengembangan pesantren melalui mekanisme 

hibah. Dengan demikian, peraturan tersebut tidak secara konkret 

mengatur mengenai pendanaan maupun peran kelembagaan Majelis 

Masyayikh di tingkat daerah. Ketiadaan pengaturan yang eksplisit 

mengenai keberadaan dan mekanisme pendanaan Majelis 

Masyayikh ini menimbulkan kekosongan hukum dalam sistem 

hukum daerah. Kekosongan hukum dimaknai sebagai kondisi ketika 

suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak 

memuat substansi penting yang telah diamanatkan oleh peraturan 

yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2019 tentang Pesantren, khususnya Pasal 29 yang menegaskan 

peran strategis Majelis Masyayikh dalam penjaminan mutu, 

standarisasi, dan pengembangan pesantren secara nasional.  

Kondisi ini semakin terlihat nyata ketika muncul berbagai 

kasus pelanggaran di lingkungan pesantren, seperti kasus bullying 

yang terjadi di Pondok Pesantren Assalam Kajen, Kabupaten 

Pekalongan, yang melibatkan sejumlah santri dan mengakibatkan 

korban mengalami tekanan psikologis.6 Kasus tersebut 

menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal pesantren, 

sekaligus absennya peran lembaga penjamin mutu seperti Majelis 

Masyayikh di tingkat daerah yang seharusnya berfungsi untuk 

memastikan penyelenggaraan pendidikan pesantren berjalan sesuai 

dengan prinsip-prinsip perlindungan peserta didik. Dengan tidak 

adanya ketentuan daerah yang memperjelas posisi dan fungsi 

 
6 Waluyo, H. (2023, 18 Oktober). Kasus bullying dan kekerasan anak 

memprihatinkan, Polda Jateng turun tangan edukasi santri di Pekalongan. Radar 

Pekalongan. Diakses dari https://radarpekalongan.disway.id/read/39375/kasus-bullying-

dan-kekerasan-anak-memprihatinkan-polda-jateng-turun-tangan-edukasi-santri-di-

pekalongan pada tanggal 14 oktober. 

https://radarpekalongan.disway.id/read/39375/kasus-bullying-dan-kekerasan-anak-memprihatinkan-polda-jateng-turun-tangan-edukasi-santri-di-pekalongan?utm_source=chatgpt.com
https://radarpekalongan.disway.id/read/39375/kasus-bullying-dan-kekerasan-anak-memprihatinkan-polda-jateng-turun-tangan-edukasi-santri-di-pekalongan?utm_source=chatgpt.com
https://radarpekalongan.disway.id/read/39375/kasus-bullying-dan-kekerasan-anak-memprihatinkan-polda-jateng-turun-tangan-edukasi-santri-di-pekalongan?utm_source=chatgpt.com
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Majelis Masyayikh, upaya penjaminan mutu dan pembinaan moral 

di pesantren menjadi tidak terkoordinasi secara efektif. Akibatnya, 

pelanggaran seperti perundungan dan kekerasan terhadap santri 

tidak hanya menjadi persoalan etik internal lembaga, tetapi juga 

mencerminkan kelemahan sistemik akibat kekosongan hukum yang 

menghambat implementasi norma Undang-Undang Pesantren di 

tingkat lokal. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu adanya kajian 

lebih mendalam terkait sinkronisasi peraturan, antara peraturan 

daerah dengan peraturan pusat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik 

untuk membahas dalam judul penelitian “Kekosongan Hukum 

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitasi 

Pengembangan Pesantren terhadap Undang Undang Tentang 

Pesantren Terkait Majelis Masyayikh.”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kekosongan hukum Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren 

terhadap Undang-Undang tentang Pesantren terkait Majelis 

Masyayikh? 

2. Bagaimana akibat kekosongan hukum Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan 

Pesantren terhadap Undang-Undang Tentang Pesantren terkait 

Majelis Masyayikh? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis kekosongan hukum Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren 

terhadap Undang-Undang tentang Pesantren terkait Majelis 

Masyayikh. 

2. Menganalisis akibat kekosongan hukum Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan tentang Fasilitasi Pengembangan 

Pesantren terhadap Undang-Undang tentang Pesantren terkait 

Majelis Masyayikh. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan 

keilmuan dalam ilmu Hukum Tatanegara khususnya yang ingin 

memahami lebih dalam tentang sinkronisasi undang-undang dan 

peraturan daerah terkait pesantren khususnya Majelis 

Masyayikh. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharap memberikan kontribusi pemikiran 

bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam merumuskan 

kebijakan daerah yang sejalan dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2019, khususnya dalam aspek 

pendanaan dan penguatan fungsi kelembagaan Majelis 

Masyayikh. 
b. Penelitian ini diharap dapat menjadi acuan bagi mahasiswa 

yang hendak mengkaji lebih lanjut mengenai sinkronisasi 

antara peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, 

khususnya dalam konteks regulasi pesantren. 

c. Penelitian ini  diharap dapat meningkatkan pemahaman 

masyarakat, khususnya komunitas pesantren, tentang 

pentingnya peran Majelis Masyayikh dan perlunya regulasi 

daerah yang mendukung penguatan mutu pendidikan 

pesantren. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Perundang-Undangan 

Di Indonesia, istilah ‘Perundang-undangan’ diartikan 

dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, 

seluk beluk undang-undang. Istilah ‘perundang-undangan’ dapat 

didahului dengan kata lain. ‘Peraturan’ misalnya, sehingga 

menjadi ‘peraturan Perundang-undangan’, yang terdiri dari kata 

‘peraturan’ dan kata ‘Perundang-undangan.7 

 
7 Fakhry Amin, Riana Susmayanti, and Fuqoha, Ilmu Perundang-Undangan, Sada 

Kurnia Pustaka, Pertama (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 176–78. 
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Menurut Bukhart Krems, ilmu pengetahuan Perundang-

Undangan atau Gesetzgebungswissenchaft merupakan cabang 

ilmu yang bersifat interdispliner karena berkaitan erat dengan 

ilmu politik dan sosiologi.8 Secara umum, ilmu ini terbagi 

menjadi dua bagian utama : 

a. Teori Perundang-Undangan (Gesetgebungstheorie) 

Yaitu kajian yang berfokus pada pencarian kejelasan 

dan ketepatan makna atau pengertian, serta bersifat 

kognitif.  

b. Ilmu Perundang-Undangan (Gesetzgebungslehre) 

Yakni cabang yang menekankan pada Tindakan nyata 

dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

dan bersifat normatif. Ilmu ini terdiri dari tiga aspek utama 

: 

1) Prosedur atau proses pembentukan undang-undang 

(Gesetzgebungsverfahren) 

2) Metodologi dalam penyusunan undang-undang 

(Gesetzgebungsmethode) 

3) Teknik penyusunan peraturan (Gesetzgebungstechnik) 

Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang hendak 

dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan 

haruslah disusun melalui pemikiran yang matang dan perenungan 

yang mendalam, dengan tujuan utama untuk kepentingan publik, 

bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.9 Artinya 

setiap pembentukan norma hukum harus berlandaskan pada nilai-

nilai keadilan dan kemaslahatan bersama, sehingga produk 

hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi 

masyarakat. Dengan demikian, proses perumusan peraturan 

perundang-undangan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan 

politik atau golongan tertentu, melainkan harus mengutamakan 

 
8 Nelvitia Purba, Teori Peraturan Perundang-Undangan, ed. Muhlizar, pertama 

(Serang: CV. AA. RIZKY, 2022), 6–8. 
9 Abdul Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif,” IUS : Kajian 

Hukum Dan Keadilan 2, no. 5 (2014): 286. 
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kepentingan publik sebagai wujud tanggung jawab negara dalam 

mewujudkan keadilan sosial. 

Prinsip serupa juga berlaku pada tataran pemerintahan 

daerah, di mana setiap penyusunan Peraturan Daerah (Perda) 

seharusnya berlandaskan pada orientasi kepentingan umum agar 

benar-benar mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum bagi masyarakat luas. Secara umum 

pembentukan perda yang baik harus dilandasi dengan kajian 

yang memadai terhadap hal-hal yang berhubungan dengan10:  

a. Urgensi dan tujuan pengaturan;  

b. Sasaran yang ingin diwujudkan;  

c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;  

d. Jangkauan serta arah pengaturan 

Dalam penyusunan Perda terdapat beberapa konsep yang 

membantu untuk membentuk peraturan daerah, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Top Down 

Top down adalah perencanaan yang langsung dari 

atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat). 11 

b. Bottom up 

Bottom up adalah perencanaan yang mendengarkan 

aspirasi rakyat dan kemudian menjadi pemikiran dalam 

perencanaan oleh pemerintah.12 

c. Teknokratis 

Konsep penyusunan peraturan daerah dengan 

pendekatan teknokratis adalah proses pembentukan 

peraturan yang dilakukan menggunakan metode dan 

kerangka berpikir ilmiah secara sistematis.13 

 

 

 
10 Basyir, 296. 
11 Andi Mulawati Heny, “Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, 

Dan Politis Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Kota,” Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) 4 (2017): 5. 
12 Heny, 5. 
13 Heny, 6. 
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2. Konsep Kekosongan Hukum 

Kekosongan hukum dapat dimaknai sebagai suatu 

keadaan di mana tidak terdapat peraturan perundang-undangan 

yang mengatur suatu tata tertib tertentu dalam kehidupan 

masyarakat.14 keadaan ini menunjukkan bahwa hukum positif 

yang ada tidak memiliki premis normatif yang dapat dijadikan 

landasan dalam menentukan penyelesaian terhadap kasus 

tertentu, sehingga penerapan hukum menjadi tidak mungkin 

dilakukan secara sah menurut sistem hukum yang berlaku. 

kondisi ini menunjukkan tidak berfungsinya asas ius curia novit, 

yaitu prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui seluruh 

hukum.15 Kekosongan hukum menandakan adanya celah 

normatif dalam struktur peraturan perundang-undangan yang 

mengakibatkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). 

3. Konsep Pesantren  

Kata pesantren berasal dari kata santri yang diberi awalan 

“pe” dan akhiran “an” yang dikarenakan pengucapan kata itu 

kemudian berubah menjadi terbaca “en” (pesantren), yaitu 

sebutan untuk bangunan fisik atau asrama di mana para santri 

bertempat.16 Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam 

mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan 

zaman, terutama adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Perubahan bentuk pesantren bukan berarti pesantren 

kehilangan ciri khasnya. Sistem pesantren adalah sarana yang 

berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pesantren.17 

 
14 Fachrizza Sidi Pratama, “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan 

PASPOR Menjadi 10 Nahun,” Journal of Law and Border Protection 1, no. 1 (2019): 55, 

https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156. 
15 Asti Dwiyanti et al., Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Pertama (Jambi: PT. 

Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 83. 
16 Ahmad Muhakamurrohman, “Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi,” Ibda` : 

Jurnal Kajian Islam Dan Budaya 12, no. 2 (2014): 11, 

https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.440. 
17 Muhammad Idris Usman, “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam 

(Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini),” Jurnal Al Hikmah 

XIV, no. 1 (2013):109. 
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H.A. Mukti Ali mengemukakan karakteristik pendidikan 

pondok pesantren sebagai berikut;18 

a. Adanya hubungan yang akrab antara murid (santri) dengan 

Kyai. 

b. Tunduknya santri kepada Kyai.  

c. Hidupnya hemat dan sederhana benar-benar dilakukan 

dalam kehidupan pondok pesantren.  

d. Semangat menolong diri sendiri amat terasa dan kentara 

dikalangan santri di pondok pesantren. 

4. Konsep Majelis Masyayikh  

Majelis Masyayikh ditetapkan oleh Menteri dengan 

beranggotakan perwakilan dari Dewan Masyayikh. Majelis 

Masyayikh berjumlah ganjil paling sedikit (9) Sembilan orang 

dan paling banyak berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan 

merepresentasikan rumpun ilmu agama.19  

Menurut K.H. Abdul Ghaffar Rozin, Majelis Masyayikh 

berperan sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan 

pesantren.20 Lembaga ini memiliki fungsi untuk memberikan 

fasilitas dan dukungan agar pesantren mampu mengelola 

kurikulumnya secara mandiri dan optimal. Selain itu, Majelis 

Masyayikh juga bertugas memberikan rekognisi terhadap lulusan 

pesantren, sehingga kompetensi dan ijazah yang dikeluarkan 

dapat diakui secara formal oleh lembaga pendidikan maupun 

pemerintah. 

 

 

 

 
18 Sangkot Nasution, “Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan,” 

Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam VIII, no. 2 (2019):126. 
19 Peraturan Menteri Agama No.31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren 

(2020). 
20 Ahmad Subakti, “Majelis Masyayikh Dan Peranannya Untuk Kemajuan 

Pesantren,” NU Online Jombang, 2025. Di akses dari  

https://jombang.nu.or.id/daerah/majelis-masyayikh-dan-perananannya-untuk-kemajuan-

pesantren-YiDuU pada 15 Juni. 

https://jombang.nu.or.id/daerah/majelis-masyayikh-dan-perananannya-untuk-kemajuan-pesantren-YiDuU
https://jombang.nu.or.id/daerah/majelis-masyayikh-dan-perananannya-untuk-kemajuan-pesantren-YiDuU
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F. Penelitian Relevan 

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 

No 
Nama (Tahun) 

Judul 

Metode Penelitian 

dan Hasil 

Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1 Farhan Alfaidz 

Yusuf (2024) 

“Tinjauan Fiqh 

Siyasah Terhadap 

Implementasi 

Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 18 

Tahun 2019 

Tentang 

Pesantren”21 

Metode Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif dengan 

menggunakan 

proses berfikir 

induktif. 

Hasil Penelitian 

ialah 

implementasi 

pasal 40 Undang-

Undang Nomor 

18 Tahun 2019 di 

Pondok Pesantren 

Jabal An-Nur Al-

Islami Teluk 

Betung Barat 

Kota Bandar 

Lampung sudah 

terlaksana hal ini 

dibuktikan 

dengan adanya 

metode dan 

sistem dakwah di 

Pondok Pesantren 

Jabal An-Nur Al-

Islami Teluk 

Betung Barat 

Persamaan 

penelitian peneliti 

ialah sama sama 

membahas 

mengenai aturan 

terkait pesantren. 

Sedangakan 

perbedaan ada 

pada masalah 

yang diangkat 

Dimana dalam 

penelitian 

terdahulu fokus 

pada pasal 40 

Undang-Undang 

Pesantren. 

Adapun dalam 

penelitian peneliti 

fokus terhadap 

sinkronisasi 

peraturan daerah 

dengan undang-

undang. 

 
21 Farhan Alfaidz Yusuf, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren” (Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2024). 
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Kota Bandar 

Lampung dan 

pelatihan 

muhadloroh di 

pesantren, untuk 

menyiapkan santri 

berdakwah di 

Masyarakat. 

Kementrian 

Agama Kota 

Bandar Lampung 

juga turut andil 

dalam penyebaran 

dakwah di 

Pondok Pesantren 

Jabal An-Nur Al-

Islami dengan 

melakukan ikrar 

atau janji terhadap 

Pondok Pesantren 

agar cinta tanah 

air sehingga 

penyimpangan-

penyimpangan 

dakwah tidak 

terjadi. Tinjauan 

Fiqh Siyasah 

terhadap 

Implementasi 

pasal 40 Undang-

Undang Nomor 

18 Tahun 2019 di 

Jabal An-Nur Al-

Islami Teluk 

Betung Barat 

Kota Bandar 
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Lampung sudah 

sesuai dengan 

siyasah 

tanfidziyah 

karena pihak 

Pondok Pesantren 

Jabal An-Nur Al-

Islami Teluk 

Betung Barat 

Kota Bandar 

Lampung sudah 

menjalankan 

Amanah pada 

pasal 40 Undang-

Undang Nomor 

18 Tahun 2019 

Tentang 

Pesantren. 

 

2 Iim Naimatul 

Jannah (2023) 

“Politik Hukum 

Dalam Undang-

Undang Nomor 18 

Tahun 2019 

Tentang 

Pesantren”22 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kepustakaan 

(library research). 

Penelitian ini 

menunjukan 

bahwa dibalik 

disahkannya 

undang-undang 

Pesantren ada 

alasan lain yaitu 

Undang-Undang 

Persamaan 

penelitian peneliti 

ialah sama sama 

membahas 

tentang Pesantren. 

 

Sedangkan 

perbedaan ada 

pada masalah 

yang diangkat 

Dimana 

penelitian ini 

focus pada politik 

 
22 Iim Naimatul Jannah, “Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2019 Tentang Pesantren” (Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifudin Zuhri 

Purwokerto, 2023). 
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Pesantren 

diberikan 

Presiden Joko 

Widodo sebagai 

balasan kepada 

para 

pendukungnya 

yang sebagian 

besar NU dan 

PKB pada 

pencalonannya 

ketika pemilu 

tahun 2019. 

Adapun hal ini 

juga berdampak 

baik bagi 

pesantren karena 

dengan ini 

pesantren 

memiliki regulasi 

yang jelas. 

 

hukum dalam 

pembentukan 

undang-undang 

tentang pesantren. 

 

Sedangkan 

penelitian peneliti 

fokus pada  

terhadap 

sinkronisasi 

peraturan daerah 

dengan undang-

undang. 

3 Mita Permata Sari 

(2024) “Urgensi 

Peran Pemerintah 

Dalam 

Penyelenggaraan 

Pesantren Di Kota 

Parepare”23 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

dalam skripsi ini 

adalah metode 

penelitian 

kualitatif. 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa: (1) akibat 

dan konsekuensi 

yang ditimbulkan 

Persamaan 

penelitian peneliti 

ialah sama sama 

membahas 

mengenai aturan 

terkait pesantren.  

 

Sedangkan 

perbedaan ada 

pada masalah 

yang diangkat. 

 
23 Mita Permata Sari, “Urgensi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaran 

Pesantren Di Kota ParePare” (Institut Agama Islam Negeri PAREPARE, 2024). 



15 

 

 

 

dari pemerintah 

kota parepare 

mendapat respon 

positif dari 

berbagai pondok 

pesantren dan 

lembaga lainnya 

mengenai 

program ini 

dengan 

bertambahnya 

jumlah santri 

yang ada di kota 

parepare (2) 

strategi yang 

dilakukan 

pemerintah dalam 

membangun kota 

santri di kota 

parepare saat ini 

mengalami 

peningkatan 

sehinggah 

masyarakat 

berlomba-lomba 

dalam meberikan 

bantuan kepada 

pondok pesantren 

yang ada di kota 

parepare saat ini. 

dalam penelitian 

terdahulu masalah 

yang diangkat 

adalah terkait 

fasilitasi 

penyelenggaraan 

pesantren 

berdasarkan perda 

No 06 tahun 2023 

pasal 7 kota 

parepare. 

sedangkan 

penelitian peneliti 

fokus pada 

sinkronisasi  

peraturan 

penjaminan mutu 

pesantren oleh 

majelis 

masyayikh 

kabupaten 

pekalongan 

dengan undang-

undang tentang 

pesantren. 

 

4 Ali Sodikun 

(2024) 

“Implementasi 

pasal 46 Undang-

Undang Nomor 18 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode Yuridis 

Empiris dengan 

pendekatan 

Persamaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

peneliti ialah 

sama sama 
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Tahun 2019 

Tentang Pesantren 

di Kabupaten 

Bayuwangi 

Prespektif Fikih 

Siyasah. 24 

Kualitatif.  

Hasil penelitian 

ini dapat 

disimpulkan: 

bahwa Kantor 

Kementerian 

Agama 

Kabupaten 

Banyuwangi 

menggunakan 

aplikasi Simba 

dalam 

melaksankan 

pasal 46 undang-

undang nomor 18 

tahun 2019 

tentang 

pesantren,yang 

mana hal tersebut 

dinaungi oleh 

pemerintah pusat. 

Namun dalam 

pelaksanaan nya 

belum maksimal. 

Dalam 

pelaksanaan pasal 

46 Undang-

Undang Nomor 

18 tahun 2019 

tentang pesantren 

tersebut belum 

sesuai dengan 

Perspektif Fikih 

membahas 

undang-undang 

tentang Pesantren.  

 

Adapun 

perbedaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

terdahulu ialah, 

penelitian 

terdahulu fokus 

pada masalah 

yang diangkat 

yaitu 

implementasi 

pada undang-

undang pesantren 

pada pasal 46 di 

kabupaten 

bayuwangi, 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus membahas 

Sinkronisasi  

Peraturan 

Penjaminan Mutu 

Pesantren Oleh 

Majelis 

Masyayikh 

Kabupaten 

Pekalongan 

Dengan undang- 

undang Pesantren. 

 
24 Ali Sodikun, “Implementasi Pasal 46 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 

Tentang Pesantren Di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fikih Siyasah Skripsi” 

(Universitas Ialam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024). 
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Siyasah, karena 

tidak 

terpenuhinya satu 

Prinsip dari 

keempat Prinsip 

Umum dalam 

Fikih Siyasah. 

Yaitu Prinsip 

Fikih Prioritas, 

karena bantuan 

akan turun ke 

pondok pesantren 

berdasarkan 

proposal yang 

masuk ke 

Kementrian 

Agama. 

 

5 Azmia Maufuroh 

Malik (2022) 

“Pandangan 

Dewan Pengasuh 

Pondok Pesantren 

Al-Munawwir 

Yogyakarta 

Terhadap 

Efektifitas 

Penerapan 

Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 

2019 Tentang 

Pesantren 

(Perspektif 

Pendekatan dalam 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif dengan 

metode empiris. 

Hasilnya 

ditemukan bahwa 

Undang -Undang 

Nomor 18 Tahun 

2019 tentang 

Pesantren dalam 

aspek persamaan 

ijazah, dana 

abadi, dan kerja 

sama antara 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian peneliti 

adalah sama sama 

membahas 

tentang Undang-

Undang Nomor 

18 Tahun 2019 

tentang Pesantren. 

 

Sedangkan 

perbedaaan 

penelitian 

terdahulu adalah 

terletak pada 

fokus 
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Maslahah 

Mursalah).25 

pemerintah dan 

pesantren 

menurut dewan 

pengasuh pondok 

pesantren 

almunawwir 

krapyak 

yogyakarta sesuai 

dengan prinsip 

maslahah 

mursalah, karena 

pembentukan 

hukum ini diambil 

dari kemaslahatan 

yang semata-mata 

dimaksudkan 

untuk mencari 

kebaikan bagi 

pesantren, seperti 

kemandirian 

ekonomi dan 

persamaan hak 

sebagai warga 

negara dalam 

bidang 

pendidikan. 

pembahasan, 

dalam penelitian 

terdahulu 

membahas 

tentang pesantren 

Sinkronisasi  

Peraturan 

Penjaminan Mutu 

Pesantren Oleh 

Majelis 

Masyayikh 

Kabupaten 

Pekalongan 

Dengan undang- 

undang Pesantren. 

 

 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah 

penulis temukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis 

memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari tema penelitian 

terdahulu yang sebagian besar menjelaskan implementasi pasal-

pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

 
25 Azmia Maufuroh Malik, “Pandangan Dewan Pengasuh” (Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, 2022). 
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Pesantren, aspek politik hukum dalam pembentukan undang-undang 

tersebut, serta peran pemerintah dalam penyelenggaraan pesantren 

di berbagai daerah. 

Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada 

analisis kekosongan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan 

Pesantren terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Pesantren, khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan dan 

peran Majelis Masyayikh sebagai penjamin mutu pendidikan 

pesantren. Oleh karena berbagai aspek tersebut memungkinkan 

penelitian terdahulu yang penulis temukan mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang sama, namun dalam aspek pembahasan 

yang berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda 

pula. 
 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang 

melibatkan penerapan asas-asas, prinsip-prinsip hukum, dan 

doktrin doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan penelitian.26 

Penelitian ini akan memfokuskan pada sinkronisasi  antara 

peraturan perundang-undangan dengan peraturan daerah. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach)  

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) 

Adalah melibatkan kajian terhadap semua Undang-Undang 

dan semua peraturan yang relevan dengan isu hukum yang 

diteliti.27 

 

 
26 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, Metodologi Riset Hukum, 

Oase Pustaka, Pertama (Surakarta, 2020), 29. 
27 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Pertama (Mataram: Mataram University 

Press, 2020), 56. 
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b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

Adalah mempelajari pandangan dan doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum.28 Pendekatan-Pendekatan 

ini digunakan sebagai dasar untuk membangun pendapat 

hukum guna menyelesaikan masalah hukum yang sedang 

diteliti. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian hukum normatif memiliki pendekatan 

metodologis yang berbeda dari penelitian hukum empiris 

maupun studi dalam ilmu sosial lainnya. Perbedaan ini turut 

memengaruhi jenis sumber hukum yang digunakan. Fokus 

utama dalam penelitian ini bertumpu pada norma hukum sebagai 

titik tolak analisis. Oleh karena itu, jenis bahan hukum yang 

dikaji dalam penelitian normatif disesuaikan dengan kerangka 

normatif yang menjadi dasar pembahasannya: 

a. Sumber bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat.29 Adapun bahan hukum primer dalam penelitian 

ini ialah:  

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang 

Pesantren 

2) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 

Tentang Pendidikan Pesantren 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 

Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren 

b. Sumber Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah 

informasi yang diperoleh dari teori-teori pandangan hukum, 

doktrin-doktrin yang terdapat dalam artikel ilmiah, hasil 

penelitian, skripsi, jurnal dan sumber lainnya.30 Bahan 

hukum sekunder ini berperan penting dalam menyediakan 

pemahaman tambahan, memberikan sudut pandang yang 

beragam, dan membantu peneliti dalam mengklarifikasi dan 

 
28 Muhaimin, 57. 
29 Muhaimin, 59. 
30 Muhaimin, 60. 
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memperjelas bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Proses pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan 

langkah-langkah inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi 

melibatkan pengelompokan bahan hukum dan norma hukum 

sesuai dengan kategori yang tepat untuk memastikan 

objektivitas dan akurasi dalam penlitian.31 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan 

melalui beberapa tahapan, yaitu pencatatan, penyaringan, 

pengelompokan, dan penyusunan secara terstruktur. Penyusunan 

yang sistematis bertujuan untuk menghindari pertentangan antar 

sumber hukum yang dianalisis. Hal ini memungkinkan peneliti 

untuk mengembangkan argumen yang kokoh dan mendukung 

dalam menarik Kesimpulan dari informasi umum ke informasi 

khusus.32 Setelah bahan-bahan tersebut dikelompokan, peneliti 

melakukan kajian mendalam dengan menerapkan pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). 

H. Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan skripsi ini akan terdiri lima bab yang akan 

disajikan dengan lebih rinci. Setiap bab akan dibagi lagi menjadi sub 

bab untuk memberikan detail yang lebih mendalam, sehingga 

struktur pikiran utama akan tersusun dengan lebih terstruktur. Detail 

lebih lanjut akan dijelaskan dalam paraghraf berikutnya: 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini berisi landasan teoritis 

dan konsep yang menjadi dasar analisis penelitian. Yaitu mengenai 

 
31 Muhaimin, 64. 
32 Muhaimin, 68. 
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Teori Perundang-undangan, konsep Kekosongan Hukum, konsep 

Pesantren, dan konsep Majelis Masyayikh  

BAB III HASIL PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang 

hasil penelitian terkait Kekosongan Hukum Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren 

terhadap Undang-Undang Tentang Pesantren terkait Majelis 

Masyayikh  

BAB IV PEMBAHASAN, pada bab ini berisi tentang 

analisis akibat Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren terhadap 

Undang-Undang Tentang Pesantren terkait Majelis Masyayikh. 

BAB V PENUTUP, pada bagian ini memuat Kesimpulan dan 

saran baik teoritis maupun praktis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Kekosongan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan 

Pesantren terkait Majelis Masyayikh terjadi karena perda tersebut 

tidak mengatur secara konkret mekanisme pendanaan dan penguatan 

kelembagaan Majelis Masyayikh, meskipun Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2019 telah menegaskan lembaga ini sebagai 

penjamin mutu pendidikan pesantren dengan dukungan pembiayaan 

dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber 

lain yang sah. Kekosongan ini menciptakan ketidaksesuaian vertikal 

antara norma daerah dan undang-undang, lemahnya partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan perda, serta kurangnya dasar 

akademis dan kajian teknokratis dalam perumusan peraturan, 

sehingga menimbulkan legal vacuum yang menghambat operasional 

Majelis Masyayikh di tingkat daerah. 

Akibat dari kekosongan hukum tersebut terlihat pada berbagai 

aspek, antara lain: hilangnya legitimasi substantif dan efektifitas 

Perda, ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah, pesantren, 

dan lembaga pendidikan Islam lainnya, melemahnya pengawasan 

mutu pendidikan pesantren, serta potensi terjadinya disparitas 

kualitas antar-pesantren. Selain itu, kekosongan hukum ini 

mengurangi fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, 

menimbulkan delegitimasi formal dan substantif, serta berdampak 

negatif pada stabilitas sosial dan perlindungan santri. Secara 

keseluruhan, kekosongan hukum menghambat tercapainya tujuan 

Perda sebagai instrumen untuk memastikan mutu pendidikan 

pesantren dan menegaskan perlunya revisi perda agar sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. 
 

B. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian 

lanjutan dengan pendekatan yuridis-empiris, untuk 

mengetahui secara langsung dampak kekosongan hukum 
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pendanaan Majelis Masyayikh terhadap penyelenggaraan dan 

mutu pendidikan pesantren di Kabupaten Pekalongan. 

2. Peneliti berikutnya disarankan melakukan studi komparatif 

antar daerah yang telah memiliki pengaturan pendanaan 

kelembagaan pesantren secara jelas, guna menemukan model 

hukum yang efektif dan dapat dijadikan rujukan bagi 

pemerintah daerah lainnya. 

3. Bagi masyarakat dan pembaca, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan pemahaman mengenai pentingnya peran 

Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjamin mutu 

pesantren, serta urgensi dukungan hukum dan pendanaan yang 

berkelanjutan dari pemerintah daerah. 

4. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi 

rujukan teoretis dalam pengembangan kajian hukum tata 

negara dan hukum pendidikan Islam, khususnya mengenai 

sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum daerah dalam 

pengaturan lembaga keagamaan. 

5. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, diharapkan hasil 

penelitian ini menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 agar lebih responsif 

terhadap kebutuhan kelembagaan pesantren. 

6. Bagi DPRD Kabupaten Pekalongan, perlu dilakukan revisi 

atau penambahan norma hukum dalam Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2023 yang secara eksplisit mengatur 

mekanisme pendanaan Majelis Masyayikh sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. 

7. DPRD bersama Pemerintah Daerah hendaknya membangun 

sinergi dan mekanisme penganggaran jangka panjang bagi 

Majelis Masyayikh, serta melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat pesantren agar kebijakan hukum yang dihasilkan 

efektif, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan 

Islam. 
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